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PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR- TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2022

ee

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah

Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, dan

sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, perlu menctapkan

Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022;

Mengingat: 1. Pasal 18 avat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

bo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi

Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6808);
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4027);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan

3.

5.

6.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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10.

ll.

12.

13.

14.

on

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 11);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018

tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan
Pemerintah Dacrah Berbasis Akrual (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114,
Tambahan Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2019

Nomor 6399);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Tcknis Pengclolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Riau (Lembaran Dacrah Provinsi Riau Tahun

1

2016 Nomor 6);
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8 Tahun 2022

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
18. Peraturan Daerah Nomor tentang

Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah

Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 8};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 terdiri atas:

a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah Rp 4.696.769.079.910,17
2. Dana Perimbangan Rp 4.073.105.355.205,00
3. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat Lainnyva Rp 40.001.129.000,00
4. Lain-lain Pendapatan

8.794.200.000,00

Rp 8.818.669.764.115,17

Daerah vang sah Rp
Jumlah Pendapatan

b. Belanja
1. Belanja Operasi

Hy *

a. Belanja Pegawai Rp 2.318.631.227.769,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp 2.826.881 .501.749,42
c. Belanja Bunga Rp 0,00
d. Belanja Subsidi Rp 0,00
e. Belanja Hibah Rp 314.456.061.193,75
f. Belanja Bantuan Sosial Rp 41.739.310.000,00

Jumlah Belanja Operasi Rp 5.501.708.100.712,17
2. Belanja Modal

a. Belania Modal Tanah Rp 0,00
b. Belanita Modal Peralatan

dan Mesin Rp 364.092.775.625,82
c. Belania Modal Gedung

dan Bangunan Rp 289.084.106.026,11
d. Belanja Modal Jalan,

Trigas: dan Jaringan Rp 807.750.958.592,66

/
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e. Belanja Modal Aset

Tetap Lainnya Rp 45.348.812.861,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp 2.257.760.995,00

Jumlah Belanja Modal Rp 1.508.534.414.100,59
3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga Rp 9.830.848.980,00
Jumlah Belanja Tak Terduga Rp 9.830.848.980,00

Belanja Transfer
a. Belanja Bagi Hasil Pajak

Daerah kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota dan Desa Rp 1.665.840.182.459,62
b. Belanja Bantuan Keuangan

antar Daerah Provinsi Rp 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Daerah

Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp 178.765.480.648,00
d. Belania Bantuan Keuangan Daerah

c.

Provins! atau Nabupaten/ Kota

kepada Desa Rp 237.788.395.921 ,00
Jumlah Belanja Transfer Rp 2.082.394.059.028,62

Total Belanja Rp 9.102.467.422.821,38

Surplus /(Defisit) Rp (283.797.658.706,21)
c. Pembiayaan

1. Penerimaan Dacrah Rp 984.056.599.471,62
2. Pengeluaran Dacrah Rp 125.000.000.000,00

Jumlah Pembiavaan Netto Rp 859.056.599.471,62
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp 575.258.940.765,41

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum pada Lampiran | dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Ringkasan Laporan Rcalisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi

Anggaran.
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(2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran I] dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal4
Peraturan Gubernurini mulai berlaku pada tanggal ditectapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

650823 199203 2 003

aSesuai Dengan Aslinyasbala Biro Huku

SETDA
LLY/WARDHANI. SH. MH

em#¥ina Utama Muda
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Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal   27 September 2023
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SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,
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S.F. HARIYANTO
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BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR : 36
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